KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah
tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta
kebutuhan agar sesuai dengan standar
pelayanan informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
mempertimbangkan asas efektif dan efisien,
perlu  menetapkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

.
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

7.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI PENGADILAN.

Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan
diselenggarakan secara elektronik melalui media
Layanan Informasi dan Dokumentasi secara
elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara
langsung melalui meja informasi pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.
Putusan/penetapan pengadilan beserta

turunannya yang diperoleh sebagai informasi



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau

dasar melakukan suatu upaya hukum dan/atau

permohonan eksekusi.

a. Pemberian penjelasan tentang hal-hal vang
berhubungan dengan pengadilan di luar
ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak
terbatas menyampaikan kepada media
tentang isu yang menjadi perhatian publik,
dilaksanakan oleh hakim agung/hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung/pengadilan sebagai juru bicara.

b.  Pelaksana layanan informasi publik di
pengadilan harus menyediakan informasi
yang dibutuhkan oleh juru bicara pengadilan
dalam menjalankan tugas, tanggung jawab,
dan kewenangannya.

¢.  Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan  juru bicara pengadilan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis.

Layanan informasi publik di pengadilan pajak

berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan

dengan organisasi pengadilan pajak.

Pelaksana layanan informasi publik yang

melanggar  serta menghalangi pelaksanaan

pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing satuan kerja.



-4

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-
144 /KMA/SK/1/2011 tentang  Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
2. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-
NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2022

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI

3. Panitera Mahkamah Agung RI

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI

5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah
Agung RI

6. Para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar

Mahkamah Agung RI

7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh
Indonesia

8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh
Indonesia.
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LAMPIRAN I: ~ KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI

DEFINISI

L.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacz yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai cengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi di badan publik.



10.

11,

12.

13.

14.

6=

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dis:mpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh
Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik (e-LID)
adalah sistem layanan informasi publik secara elektronix yang
disediakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan -ingkat
pertama dan tingkat banding dalam empat lingkungan badan
peradilan, termasuk pengadilan pajak.

Pemohon Informasi Publik adalah orang dan/atau badan hukum
yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan
informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
Jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpar-isipasi
secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di
tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan publix guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik.
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Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah
catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pengadilan,
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan
sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi.

Meja Informasi adalah layanan informasi publik pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

Hari adalah hari kerja.

HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
INFORMASI

A.

Hak Pemohon Informasi

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan
oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan
tersebut.

4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan apabila dalam memperoleh Informasi

Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Kewajiban Pengguna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

A.

B.

Hak Pengadilan

Pengadilan berhak.

L;

Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik
lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik
yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi

pengadilan.

Kewajiban Pengadilan

I

Pengadilan berkewajiban:

a. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola
informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam
lampiran keputusan ini;

b. menetapkan dan memutakhirkan DIP;

c. membuat dan mengumumkan laporan layanan
Informasi Publik;

d. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi
Publik kepada Komisi Informasi; dan

e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan

Perundang-undangan;
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b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
pedoman ini; dan

c. pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

KATEGORI INFORMASI

A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan
dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan
wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan
dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon
Informasi.

D. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

5. Informasi yang  diminta  belum dikuasai  atau
didokumentasikan; dan/atau

6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau pedeman ini.

E. Informasiyang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
oleh Pengadilan
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.

a. Profil Pengadilan meliputi:
1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;

2)  struktur organisasi Pengadilan;
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3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el
Pengadilan;

4) profil singkat pimpinan Pengadilan;

5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat pimpinan tinggi pratama;

6) daftar nama pejabat dan hakim di Per.gadilan; dan

7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian

perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain

sesual dengan kewenangan, tugas dan kewajiban

Pengadilan.

Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan

pengadilan tingkat banding.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a.

Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan,
antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas
pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok
dalam proses persidangan.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang
dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara
manual maupun elektronik.

Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur
Pengadilan.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara
mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi,
serta nama dan nomor kontak layanan informas:.

Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
Biaya perolehan salinan informasi:

1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya, secara

cuma-cuma; dan
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2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak
dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan
dan biaya transportasi jika menggunakan sarana

berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja

Pengadilan

a.

Ringkasan Informasi tentang program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling
kurang terdiri atas:

1) nama program dan kegiatan,;

2) penanggungjawab, pelaksana program dan
kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungi,

3) target dan/atau capaian program dan kegiazan;

4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan

S5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan,
yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA), dokumen anggaran _.ainnya
seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran,
proposal, dan sebagainya.

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Iastansi

Pemerintah (LAKIP).

Ringkasan laporan keuangan yang telah diaucit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas:

1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan
Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang

terdiri atas:

a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;
waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi;

c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkana baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi
yang ditolak; dan

d. alasan penolakan permohonan Informasi.

Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilar..

Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah

Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai

berikut:

1

Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara,
calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggi madya
dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan
formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:

a. informasi penerimaan;

b. tata cara pendaftaran;

c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang
dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratean dan
kualifikasinya;

d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;

e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan

f.  daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu
dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang
diterima.

kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah
diterbitkan;
3. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan
Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan;
4. yurisprudensi Mahkamah Agung;
5 putusan Mahkamah Agung;
6. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan
7. rencana strategis Mahkamah Agung.
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi
yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi
namun tidak terbatas pada:
1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana
dan prasarana utilitas publik;
Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang
berpotensi menular.
Informeasi yang Wajib Tersedia setiap Saat
Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di
bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia
dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
1. Umum
a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam
kategori Informasi yang wajib diumumkan secara
berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
bagian IV.E, IV.F, dan IV.G.
b. Informasi lain yang:
1) tidak termasuk  kategori Informasi yang
dikecualikan (bagian IV.]), yakni setelah dilakukan
uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;
2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat
diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan

Komisi Informasi dan/atau putusan penzadilan
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yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan

calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi

mengenai hasil penilaian pada tahapan yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

DIP yang paling kurang memuat:

1) nomor;

2) ringkasan isi Informasi;

3) pejabat atau uﬁit/ satuan kerja yang menguasai
Informasi;

4) penanggungjawab pembuatan atau pensrbitan
Informasi;

S) waktu dan tempat pembuatan Informasi;

6) bentuk Informasi yang tersedia (cetak atau
elektronik); dan

7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh

memuat Informasi yang dikecualikan.

Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Informasi tentang Perkara

a.
b.

Informasi dalam register perkara.

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis
perkara.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan
perkara.

Laporan penggunaan biaya perkara.

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang
telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap
(dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan
salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak

dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP.
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3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

L.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh
masyarakat serta tindaklanjutnya.

Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam
pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan
hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui
publik (sudah dimuat dalam media cetak atau
elektronik).

Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi
hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau
aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang

dijatuhkan.

4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

a.

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah

Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah

disahkan atau ditetapkan.

Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil

Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah

Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang

mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik,

antara lain:

1) dokumen pendukung seperti naskah akademis,
kajian atau pertimbangan yang mendasari
terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;

2) masukan dari berbagai pihak atas usulan
peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut,

dalam hal tersedia;
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3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap
setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara
lebih luas;

4) rancangan ‘peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut; dan

5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam

peraturan perundang-undangan.

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat

Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk

umaurnm.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian

dan Keuangan

a.

Pedoman  pengelolaan  organisasi, administrasi,
personel, dan keuangan Pengadilan.
Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.

Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:

1) nama,;

2) riwayat pekerjaan;

3) posisi;

4) riwayat pendidikan; dan

5) penghargaan yang diterima.

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain,
jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur
Pengadilan.

Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis

serta laporan keuangannya.
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f.  Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar. pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya.

g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
kecuali yang bersifat rahasia.

h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

L Informasi yang Dikecualikan

1

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian

tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas

dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagian IV.F,

dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID,

setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebzgai:

a.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan  perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara,;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketzhanan
ekonomi nasional;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon  Informasi  Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri;
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Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
waslat seseorang;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia prikadi;
Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan
badan publik lain atau intra Pengadilan, yang m=nurut
sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara
serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
undang-undang sesuai dengan perincian dan
penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

a.

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk
advisblaad,

identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang
diberikan sanksi;

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja
individu hakim atau aparatur Pengadilan;

identitas  pelapor yang meminta ident:tasnya
dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran
hakim dan aparatur Pengadilan;

identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang
dilaporkan yang belum diketahui publik;

catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses
mediasi di pengadilan;

Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak
tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian

VIII huruf B Pedoman ini; dan
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h. Derita acara sidang dan alat bukti.

Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di
lingkungan Mahkamah Agung.

Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu
salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
Informasi tersebut.

Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh
putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan
wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang.

Jangka  waktu pengecualian Informasi ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi
Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.

Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi
Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu

pengecualian.

V. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

A. Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di

Pengadilan terdiri dari:

Ls
2.

Dewan Pertimbangan;

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan
PPID);

PPID;

PPID Pelaksana;

Petugas Layanan Informasi.
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Struktur pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada huruf A termuat pada Lampiran

AN

Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pelaksana pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai

berikut.

1.

Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan
Panitera.

Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris.

PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan
tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.

PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para
kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada
struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian.

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Pelaksana pada Mahkamah Agung

Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai
berikut.

1,

Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah
Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan
Pelatthan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan
Pengawasan.

Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
PPID Pelaksana dijabat oleh:

a. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b.  Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung;
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Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung;

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatthan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung;

Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agur.g;
Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepan:teraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mankamah

Agung; dan
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s.  Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

L.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di
unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik
perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di
unit/satuan kerjanya.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian
tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal
terjadi sengketa Informasi.

Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID

terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1,

Membangun  dan mengembangkan sistem pengelolaan
informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien
berbasis teknologi informasi di unit/satuan kerjanya.
Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan
Informasi.

Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
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11.

12,

13.

-23.

Menyediakan sarana dan prasarana layanan infcrmasi,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi
unit/satuan kerjanya serta situs resmi.
Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di
unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik
perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di
unit/satuan kerjanya.
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan
informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di
unit/satuan kerjanya.
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan Informasi di unit/satuan kerjanya.
Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penye.esaian
sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau
mewakilkan kepada kuasanya.
Memperhatikan pertimbangan vyang disampaikar. oleh
Dewan Pertimbangan.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara
manual maupun secara elektronik berupa:

pengumuman informasi;

a
b. pengelolaan permohonan Informasi,

B

pengelolaan keberatan atas Informasi;

=

penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan
PPID;

e. penetapan dan pemutakhiran DIP;

f.  pengujian tentang konsekuensi;

g. pendokumentasian Informasi Publik; dan

h. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.
Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung

menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12
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mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan

Mahkamah Agung.

G. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID

Il
2.

Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.

Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi

dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.

a. Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala.

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi.

Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan

dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan

ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu

penyimpanan Informasi Publik.

Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib

diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media

lainnya.

Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses

olea publik dengan Petugas Layanan Informasi.

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam

melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau

Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan

Informasi Publik.

Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu

dikecualikan.
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11.

2.

13.

£

15.
16.

D5

Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara
jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan
Informasi yang dikecualikan beserta alasannya xepada
Petugas Layanan Informasi.

Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi
da.am rangka memberikan layanan secara prima (service
excellent).

Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan
keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedu- yang
berlaku.

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif
dan efisien.

Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh
Dewan Pertimbangan.

Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

1.

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tuges, dan

kewenangannya.

Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak

atau elektronik yang meliputi:

a. Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi.

Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib
diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media
lainnya.

Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi
yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan.

Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian
Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permchonan
Informasi ditolak.

Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan
Petugas Layanan Informasi.

Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi

Publik.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan

Informasi

2.

Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada
Pemohon Informasi.

Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara
manual maupun elektronik.

Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan
atas permohonan Informasi secara manual maupun
elektronik.

Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara
elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melekukan
pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3

secara elektronik.
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-

PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

A.

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara

melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi
Publik.

Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan
menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari:

1. standar pengumuman;

standar permintaan Informasi Publik;

standar pengajuan keberatan;

standar penetapan dan pemutakhiran DIP;

o B

standar pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi
dikecualikan;

6. standar pengujian konsekuensi; dan

7. maklumat pelayanan.

Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan
secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media
sosial PPID dan/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah
dilihat masyarakat di gedung Pengadilan.

Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data
Indonesia.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib
memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling
sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braile.

Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung
Jawab Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing-
masing.

PPID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara
berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk

Informasi sebagai berikut:
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1. putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari
yang sama dengan putusan dan penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

2. Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1
(satu) minggu setelah diundangkan dan Surat Edaran
Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah yang
bersifat kebjjakan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu
setelah ditandatangani;

3. laporan tahunan paling lambat ‘1 (satu) minggu setelah
diluncurkan secara terbuka;

4. agenda sidang secara realtime pada Sistem Informasi
Pengadilan (SIP); dan

5. rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
pelaksanaan rekrutmen.

Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan

mencantumkan nama PPID dan/atau PPID Pelaksana serta

alamat/nomor telepon yang dapat dihubungi apabila

Pemohon/pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari

pengumuman yang ada.

Pengumpulan Informasi yang termasuk dalam kategori yang

harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di

Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember,

untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan

1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut.

PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian

Informasi Publik yang dikuasai.

Pendokumentasian Informasi Publik selain sebagaimana

dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
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PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A.

Persyaratan

Permohonan

informasi

2

Perorangan/Badan Hukum/Kelompok

Orang Indonesia:

1. KTP/Suket

2. Akta pendirian badan hukum
{untuk badan hukum)

3. Surat kuasa khusus (kelompok

orang) Pengadilan/petugas iayanan informasi

wajib:

1. Membantu pemonon mengajukan
informasi

2. Menyediakan saranadan prasarana
layanan informas: dengan dukungan
teknologi informasi dan
memperhatikan aksesibilitas
penyandang disabilitas

Perorangan/Badan Hukum Asing:

-

. KTP/lzin Tinggal Sementara

2. Paspor

. Akta pendirian badan usaha
penanaman modal asing berbentuk
perseroan

4. Dokumen pendukung kepentingan

terhadap informasi yang dimohonkan

w

Gambar 1. Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat

mengajukan permintaan Informasi berupa:

s

Pemohon Informasi perorangan paling kurang
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari dinas kependudukan
dan pencatatan sipil,

Pemohon Informasi badan hukum paling kurang
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum
yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

Pemohon  Informasi kelompok orang/organisasi
kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa
khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan pemberi kuasa dan

penerima kuasa.

Dalam  hal permohonan Informasi diajukan oleh

warganegara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat

sebagai berikut:
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a. warga negara asing paling kurang melampirkan
identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan
dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi
yang dimohonkan; atau

b. badan hukum asing paling kurang melampirkan
fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan dokumen pendukung kepentingan
terhadap Informasi yang dimohonkan.

Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi

dalam mengajukan permohonan.

Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan

Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan

tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau

setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan
oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak
tersedia secara elektronik dalam SIP.

Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan

Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi

Penyandang Disabilitas.

Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana

permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi

informasi.
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B. Prosedur Permintaan Informasi Publik

Pemaohon

Membantu Pemohon
Pemohon Mengisi Informasi Penyandang Memperoleh Informasi
Formulir Permohonan »  Disabllitas yang Datang Publik
Informasi Langsung Mengisi Formulic
\ Informasi

Petugas Layanan Informas
Mengisi Register Infoermasi
dan Memberikan Salinan
Permohonan kepada

Petugas
Menyampaikan
Pemberitahuan

Dokumen Elektronik
(tanpa biaya)

Pemohon Ditelak (maks. 10 hari
Sejak Permohonan)
Petugas
Petugas Layanan Menyampaikan Pemohon
InformasiMeneruskan Uji Pemberitahuan Memeriksa Penggandaan
Permohonan Kepada Konsekuensi Diterima {(maks. 10 Informasiyang
PPID Pelaksana Seiak Permahanan) Dimohonkan

PPID Pelaksana PPID Melakukan Uji Dokumen Cetakyang
Memeriksa Kelengkapan Konsekuensi dengan Pemohon " Digandakandengan
Permohonan » Meminta Pertimbangan Memperoleh Salinan * Bayar Sarana Berbayar
(3 hari sejak dari Dewan Informasi Publik
permohonan dicatat) Pertimbangan

Gambar 2. Bagan Prosedur Permintaan Informasi

1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik
melalui e-LID atau secara nonelektronik.

2. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan
Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan
dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi;
atau

b. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan
mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.

4. Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 2 paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor
setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum
atau kuasanya;

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan



10.

_a9_

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

d. alamat;

e. nomor telepon/pos-el;

f.  surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

g. rincian Informasi yang diminta;
h. tujuan penggunaan Informasi;

i.  cara memperoleh Informasi; dan
e cara mengirimkan Informasi.

Petugas Layanan Informasi mengisi register permononan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan
termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir
permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas
Layanan Informasi.

Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen
permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.

PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan
kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3
(tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register
permohonan Informasi Publik.

Dalam hal pe'rmohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID
menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk
diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan
Informasi secara elektronik atau nonelektronik.

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan
sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga)
hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika
dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan
perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas

perintah  PPID memberikan catatan pada register



11

12

13.

14,

3.

permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti

Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan

sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID

melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas

Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau

nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID

Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan

untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya

paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima
permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi
secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka

12 dan angka 13 paling kurang memuat:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;

b. keterangan badan publik yang menguasai Informasi
yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah
penguasaannya;

c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik
yang disertai dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. blaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan

salinan Informasi Publik yang diminta;
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16.

1%

18.

19,

20.
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f.  waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi
Publik yang diminta;

g. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi
yang diminta bila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau
seluruhnya; dan

1. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada

Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu

Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak Informasi tersebut.

Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang

diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada

Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam

pemberitahuan tertulis.

Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam

bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya

tersedia dalam bentuk cetak.

Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada angka 17 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon,

atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan

Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon.

Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas

Layanan Informasi.

Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak

penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada

Pemohon dalam hal:

a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan

Informasi Publik yang diminta;
b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi

yang dimohonkan;
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c. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/atau
d. Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki
keterbatasan untuk mengakses sarana penggandzan.

21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengis: tanda

terima Informasi Publik.

Biaya Penggandaan Informasi

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan
secara cuma-cuma.

2. Biava penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak
dibebankan kepada Pemohon.

3. Biava penggandaan merupakan biaya riil untuk
menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi
dan biaya pengiriman.

4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui
Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi
memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII.

5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan
berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU
DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI
YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

B

Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan
pada keseluruhan isi putusan/penetapan.

Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau
memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib
mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak

di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara

sebagai berikut.
1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya
dalam perkara:

a. tindak pidana kesusilaan,;
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b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan
dalam rumah tangga;

c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang
perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan
korbannya harus dilindungi; dan

d. tindak  pidana lain yang menurut hukum
persidangannya dilakukan secara tertutup.

Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa

penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara

tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan,

SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan

Pengadilan.

Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan

huxum.

Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi

dan pihak terkait dalam perkara:

a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat
sengketa perkawinan;

b. pengangkatan anak;
waslat; dan

d. perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang
menurut hukum persidangannya dilakukan secara
tertutup.

Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada

angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung

muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait
dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan.

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas

pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1.
2.

nama dan nama alias;

nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
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3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang

bersangkutan; dan

4.  sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

sidang, jaksa
penuntut umum,
dan penyidik
dalam perkara
tindak pidana

terorisme

panitera sidang,
jaksa penuntut

umum, dan penyidik

dalam perkara tindak

pidana terorisme
dikaburkan dengan
cara menuliskan
status (kedudukan)
mereka dalam

perkara.

D. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat
dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Serupa
nomor dokumen bukti.

E. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.

F. Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat
terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah
cetak (hardcopy);

2. tidak menampilkan Informasi yang dimaksud untuk publik
pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh
Pengadilan; atau

3. Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain
dalam naskah elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai
berikut:

INFORMASI TATA CARA CONTOH

PENGABURAN
1. Nama
a. Hakim, panitera 1. Nama hakim, 1. "Hakim” yang

kedudukannya
sebagai ketua
majelis m=njadi
“KETUA
MAJELIS”

2. "Malik” yang

kedudukannya
sebagai penuntut
umum
disebutkan pada

urutan kedua
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INFORMASI . CONTCH
PENGABURAN
2. Jika dalam menjadi

kedudukan yang “PENUNTUT
sama lebih dari satu UMUM KEDUA”
orang, diberi urutan
nomor berdasarkan
urutan pemunculan
pada naskah
putusan.

b. Terdakwa, . Nama terdakwa, . "Mulyadi” yang

terpidana, dan

nama para pihak

terpidana serta para
pihak dalam kasus
tertentu dikaburkan
dengan cara
menuliskan status
(kedudukan) mereka

dalam perkara.

. Jika hanya ada satu

orang terdakwa,
nama terdakwa
diganti menjadi
"TERDAKWA”. Jika
ada lebih dari satu
terdakwa, maka
nama mereka diganti
menjadi
"TERDAKWA I”,
"TERDAKWA II” dan
seterusnya. Hal yang
sama diterapkan bagi
terpidana dan para

pihak.

statusnye adalah
terdakwa dalam
perxara dengan
terdakwa
tunggal, menjadi

"TERDAKWA”

. ’Mulyantc” yang

merupakan
terdakwa xedua
dalam perkara
yang melibatkan
lebih dari satu
terdakwa menjadi

"TERDAKWA 1I”

. "Mulyatnc” yang

statusnya adalah
penggugat ketiga
dalam kasus

yang melibatkan

lebih dari satu

penggugat
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INFORMASI R b CONTOH
PENGABURAN
. Pemberian urutan menjadi
nomor dilakukan "PENGGUGAT III”
berdasarkan urutan
pemunculan pada
naskah putusan.

c. Anak . Nama anak 1. "Yady”
dikaburkan dengan merupakan anak
cara menuliskan yang statusnya
status (kedudukan) sebagai korban
mereka dalam pertama dalam
perkara. suatu perkara

. Pemberian urutan menjadi
nomor dilakukan "ANAK KORBAN
berdasarkan urutan ™
pemunculan pada 2. "Yadi”
naskah putusan. merupakan anak
yang statusnya
sebagai korban
kedua dalam
suatu perkara
menjadi
"ANAK KORBAN
7"
d. Saksi . Nama saksi 1. ”Sulistami” yang

dikaburkan dengan
cara menuliskan
status (kedudukan)
mereka dalam

perkara.

. Pemberian urutan

nomor dilakukan

merupakan saksi
pertama vang
ditampilkan
dalam
persidangan
menjadi

"SAKSI 17
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INFORMASI i —— CONTOH
PENGABURAN
berdasarkan urutan | 2. ”"Sulistyowati”
pemunculan pada yang merupakan
naskah putusan. saksi kedua yang
ditampilkan
dalam
persidangan
menjadi
”SAKSI 27
e. Pihak Terkait . Nama pihak 1. ”Sodikin” yang
dikaburkan dalam perkara
identitasnya dengan perceraian
cara menuliskan adalah anak
hubungan yang tunggal dari
bersangkutan pasangan yang
dengan para pihak. bercerai, menjadi
. Jika hanya ada 1 "ANAK
(satu) orang pihak PENGGUGAT
terkait maka DAN
pengaburan TERGUGAT”
dilakukan dengan 2. ”Sobirin” yang

cara menuliskan
status/hubungan
mereka dengan
terdakwa, para pihak
atau korban. Jika
ada lebih dari 1
(satu) pihak terkait,
diberikan urutan
nomor berdasarkan
urutan pemunculan

pada naskah

dalam perkara
perceraian
adalah anak
ketiga dari
pasangan yang
bercerai, menjadi
"ANAK III
PENGGUGAT
DAN
TERGUGAT”
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INFORMASI . CONTOH
PENGABURAN
putusan; atau . "Sobari” vang
berdasarkan urutan dalam perkara
yang secara jelas perceraian
disebut dalam merupakan adik
putusan tersebut. ipar dari pihak
Misalnya anak penggugat, yang
pertama, anak disebutkan
kedua, dan dengan urutan
seterusnya. kedua dalam
naskah putusan, |
menjadi "ADIK |
IPAR 11
PENGGUGAT”
f. Ahli Nama (dan identitas
lain) dari ahli tidak
perlu dikaburkan.
g. Kuasa Hukum Nama (dan identitas
lain) dari kuasa hukum
tidak perlu dikaburkan.
h. Lembaga Negara 1. Nama suatu . "PT Balcti

dan Lembags

Swasta

lembaga/badan
hukum swasta yang
terasosiasi dengan
terdakwa, terpidana,
para pihak, saksi
atau pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menuliskan
bentuk hukum
lembaga/ badan

hukum tersebut.

Sejahtera” yang
merupakan PT
ketiga yang
disebutkan
dalam naskah,
menjadi "PT III”

. "Koperasi Bakti

Utama” yang
merupakan satu-
satunya koperasi

dalam naskah
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TATA CARA
INFORMASI CONTOH
PENGABURAN
2. Pemberian urutan putusan,
nomor suatu menjadi
lembaga/badan "KOPERASI”

hukum swasta
adalah berdasarkan
urutan
pemunculannya pada

naskah putusan.

. Identitas lembaga

negara/pemerintahan
tidak perlu
dikaburkan.

ii.  Alamat

Alamat

. Alamat seseorang

yang terasosiasi
dengan hakim,
panitera sidang,
jaksa penuntut
umum, dan penyidik
dalam perkara
tindak pidana
terorisme
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

. Alamat seseorang

atau badan hukum
swasta yang

terasosiasi dengan

*JI. Berlian No. 3,
RT.001 RW.001,
Lenteng Agung,
Jakarta Selatan”
menjadi "Jaxarta

Selatan”
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INFORMASI

TATA CARA
PENGABURAN

CONTOH

terdakwa, terpidana,
para pihak, saksi
atau pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat
tersebut.

3. Alamat anak
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

iii. Pekerjaan, jabatan, dan kesatuan (instansi)

Pekerjaan, Jabatan
dan Kesatuan (In-

stansi)

1. Pekerjaan dan jaba-
tan terdakwa,
terpidana, para
pihak, saksi atau
pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menjelaskan
secara umum
pekerjaan atau

jabatan saksi.

2. Pengaburan

kesatuan (instansi)
saksi dalam kasus
tertentu yang harus

dikaburkan

identitasnya

1. "Mahasiswi Uni-
versitas Widya
Karya” menjadi

?Mahasiswi”

2. PNS MAKOREM

032/WBR
menjadi "PNS”
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TATA CARA
INFORMASI CONTOH
PENGABURAN

dilakukan dengan
cara menghapuskan

nama kesatuan.

iv. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan [NIK],

Nomor Induk Pegawai [NIP]|, dan nomor identitas pribadi lainnya)

Nomor identitas Nomor identitas pribadi | -
pribadi dikaburkan dengan cara
dihapus dari naskah

putusan.

v. Gambar yang terkait pelanggaran kesusilaan

Gambar terkait Gambar terkait -
pelanggaran pelanggaran kesusilaan
kesusilaan dihapus dari naskah

G. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
huruf B terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan
permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan
Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut.

H. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas selurth atau
sebagian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari
SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan
yang menurut keputusan ini tidak termasuk informasi yang harus
dikaburkan, tidak dapat dilakukan, kecuali:

1. permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan <epada
Atasan PPID; dan

2. permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib
disertai bukti yang menunjukkan kerugian yang nyata bagi

pihak yang bersangkutan.




IX.

it

-45-

Penghapusan atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada

huruf H, dilakukan dengan cara:

1.  mengaburkan sebagian Informasi Elektronik/Dokumen
Elektronik dimaksud; dan
2. tidak mempublikasikan Informasi Elektronik/Dokumen

Elektronik dimaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain

yang digunakan oleh Pengadilan.

PROSEDUR KEBERATAN

PSS e

Pemohon Menglsi

Pemohon
Memperoleh Informasi
Publik

Membantu Pemehon
Keberatan Penyandang
» Disabllitas yang Datang

Formullr Keberatan

;l_/

Petugas Layanan Informasi
Mengisi Register
Keberatan dan
MemberikanSalinan
Permohonan Keberatar:
kepada Pemohon

v

Petugas Layanan
Informasi Meneruskan
Permohonan Kepada
AtasanPPID Melalui
PPID

v

Atasan PPID Mempelajari
Permohonan Keberatan
dengan Meminta
Pertimbangan Dewan
Pertimbangan

Langsung Mengisi Formulir
Keberatan

Dokumen Elektronik
(tanpa biaya)

Ditolak, Petugas
Memberitahukan
kepada Pemohon maks.

Diterima, Petugas

1harisejak Diterima i
Keputusan Atasan PPID Memberitahukan Pemochen
kiﬁ.,ad? P?T’,;?n :“ak& Memeriksa Penggandaan
arl sejak Diterima
Keputusan Atasan PPID Informasiyang

Dimohankan

Dokumen Cetakyang
Digandakandengan
Sarana Berbayar

Pemohon
Memperoleh Informasi
Publik

Maks. 30 hari
sejak
Permohonan

Gambar 3. Bagan Prosedur Keberatan

A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan

keberatan dalam hal

ditemukannya alasan sebagai berikut:

a.

adanya penolakan atas permintaan Informasi,
berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan
secara berkala;

tidak ditanggapinya permintaan Informasi;

permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
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f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur
dalam keputusan ini.

Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui

Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan

keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui

e-LID atau secara nonelektronik.

Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan

Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan

salinannya kepada Pemohon, sebagaimana  tercantum

dalam Lampiran VIII.

Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi;
atau

b. Pemohon mengisi formulir keberatan dan

mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan
FPID.

B. Registrasi Pengajuan Keberatan

1.

Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan
Informasi dengan mengisi formulir keberatan.

Formulir paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. 1identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya;
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e. alasan pengajuan keberatan;

f.  waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi
yang menerima pengajuan keberatan.

Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bukti

penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik

ateu kuasanya.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan

merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh

Petugas Layanan Informasi dalam pengisian formulir

keberatan.

Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor

pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik

mengisi formulir keberatan.

Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan

formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan

keberatan.

Petugas Layanan Informasi wajib menyimpan salinan

formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran

sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat

pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX dan meneruskannya kepada

Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak

permohonan diajukan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada anagka 8

paiing kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;
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c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;

d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

e. Informasi Publik yang diminta,;

f. tujuan penggunaan Informasi;

g. alasan pengajuan keberatan;

h

alasan penolakan/pemberian; dan

[

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Tanggapan atas Keberatan

s

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis

yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.

Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan

dalam menyusun tanggapan tertulis atas permchonan

keberatan.

Tanggapan tertulis dari Atasan PPID paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan
keberatan.

Format tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib

menyertakan surat keputusan pengecualian Informas:.

PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan

atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik

atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling

lambat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan

dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan,

adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama

dar. pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro
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Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung.

7. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat

belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

A.

PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap
Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang
dikecualikan dengan PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk

melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu

yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan.

PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam

melakukan pengujian konsekuensi.

Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:

1. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;

2. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dar

3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas
perintah majelis komisioner Komisi Informasi.

Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di
dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
mencatat Informasi yang akan dikecualikan;
menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian; dan

4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan,
kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran la:n yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu In‘ormasi

dibuka.
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F.  PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi harus:

1.  menyebutkan secara jelas dan terang Informasi terten-u yang
akan dilakukan pengujian konsekuensi;

2. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian;

3. mencantumkan konsekuensi; dan

4. mencantumkan jangka waktu.

G. Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI.

H. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan
tentang klasifikasi Informasi dikecualikan.

[.  Format Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada huruf H tercantum dalam Lampiran
XII.

J.  PPID capat mengubah klasifikasi Informasi Publik menjadi
Informasi yang dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi.

K. Format lembar pengujian konsekuensi atas pengubahan
klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

L. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf J ditetapkan
oleh PPID dalam bentuk Keputusan tentang Pengubahan
Klasifikasi Informasi Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV.

M. Keputusan PPID pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan
tingkat banding tentang Informasi dikecualikan atau pengubahan

klasifikasi Informasi dikecualikan diunggah ke dalam e-LID.

BANTUAN KEDINASAN
Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepadz badan

publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
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PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID

A. Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Informasi di Komisi

Informasi, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung,

Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai

kuasa.

B.  PPID dan/atau pejabat lain yang ditunjuk melaporkan proses

penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID.

C. PPID mengunggah putusan sengketa Informasi ke dalam e-LID.

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

Mahkamah Agung menganggarkan biaya pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

masing-masing satuan kerja yang berada di bawahnya.

WAKTU DAN MAKLUMAT LAYANAN

A.  Waktu Layanan

1.
2.

Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja.

Waktu pelayanan Informasi Publik adalah sebagai be-ikut:

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00; dan

b.  Hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.30.

Dalam hal permohonan Informasi Publik atzu pengajuan

keberatan disampaikan setelah berakhi-nya waktu

pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima

pada Hari berikutnya.

Permohonan keberatan yang diajukan pada Hari terakhir

tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan

sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama

diajukan dalam jam kerja.

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

9

Maklumat pelayanan Informasi Publik berisi pernyataan

sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan Informasi
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Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
2.  Maklumat pelayanan Informasi Publik dipajang paca Meja
Informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan
memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
3. Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII.
XV. LAPORAN DAN EVALUASI

A. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

1;

PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan
Informasi Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.
PPID wajib menyampaikan laporan layanan Informasi
kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan
hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
berakhir.
Laporan layanan Informasi tahunan merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
Laporan layanan Informasi tahunan paling kurang terdiri
dari:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik, mengenai:
1) sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya,;
2) sumber daya manusia yang menangani layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3) anggaran layanan Informasi Publik dan laporan
penggunaannya.
c.  Rincian pelayanan Informasi Publik, mengenai:

1)  jumlah permintaan Informasi Publik;
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2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3) jumlah permintaan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4) Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, antara

lain memuat:

1)  jumlah keberatan yang diterima;

2) tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3) jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang;

4) hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi  Informasi  yang  berwenang dan
pelaksanaannya oleh Pengadilan;

S) jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilen; dan

6) hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
Pengadilan sebagai badan publik.

kendala  eksternal dan internal dalam pelaksanaan

layanan Informasi Publik; dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk

meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik dibuat dalam

bentuk:

el

ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan
laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik disusun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.



B.

B

Monitoring dan Evaluasi

1.

Sekretaris Mahkamah Agung melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Putlik di
Pengadilan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Texnis pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lebih

lanjut dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
Perl;;g;lan .. [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun]
No. Nama Informasi | Unit Kerja yang Penanggung | Waktu dan Bentuk’ Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
Menyediakan jawab Informasi Tempat Informasi
Informasi Pembuatan yang Aktif Inaktif

Tersedia




KETERANGAN:
Nama Informasi

Unit Kerja Menyediakan
Informasi

Penanggung jawab Informasi

yang

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpaanan/Retensi

5=

Diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk
keterangan waktu/periode, apabila informasi tersebut disusun
berdasarkan periode tertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
tahun 2010.

Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabat setingkat eselon IV yang
menyediakan informasi. Contoh: Subbagian Kepegawaian

Diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Contoh: Kepala Subbagian Kepegawaian

Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi. Contoh: 30
Desember 2010/PN Bale Bandung.

Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy.
Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-undang Kearsipan dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait. Contoh: 2 bulan.

*Format ini adalah contoh format manual. Pengadilan dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya dalam format
elektronik/menggunakan teknologi teknik informatika. Namun harus tetap dapat diakses oleh publik serta memuat

semua unsur yang termuat dalam format ini.




57-

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII;/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

i [ T TR (o
) ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja) -
aae --- [alamat, nomer telapon, faksimili, enail] P aesgusioe
Pengadilan
BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Tanggal Pengajuan
Permohonan
Tanggal Pemberitahuan
Tertulis®
Nomor Pendaftaran®®
Nama
Alamat
Pelerjaan
Nomor telepon
Rincian
Informasi vang
dibutuhlan
Tujuan
Pengguanaan
Informasi
Cara D Melihat/membaca/mendengarian
metnperaleh
informasi***
| ] Mendapatlkan zalinan informasi
[softcopy  hardcopy) ™
Cara Mengambil langsun Email
mendapatkan |:| E
informasi***
Petugas Informasi Pamohon Informasi
[ttel] [ttel]
[Nama lengkagp] [Nama lengkap]
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Keterangan
* Diisi oleh Petugas

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Coret yang tidak perlu

*k

wkR

Ed
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| ) _ | g |
, --- [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] » E
toge | [alamat, nomor telepon, faksimili, emadl] | e
Pengadilan,
BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Tanggal Pengajuan
Permohonan

Tangeal Pemberitabuan

Tertulis®

Notor Pendaftaran®*

Naima

Alsmat

Pekerjaan

Nomor telepon

Rincian
Informasi vang
dibutuhkan

Tujuan

Penggunaan
Informasi

Cata
metnperoleh
informasi®

|:| Melihat/membaca/mendengarkan ™™

Mendapatkan salinan informasi
|softcopy/hardeopy] ™

Cara
mendapatkan
informasi®**

I:I Mengambil lmgsuﬂqzl Etmnail

Petugas Informasi Pemohon Informasi

[ttd]

[ttd]

[Wama lengkap| [Mama lengkap]
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Keterangan
* Diisi oleh Petugas
**  Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informast
Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informast
Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
Coret yang tidak perlu

kdA

F*ok stk
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IV.

-

Lembar
beta<ang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hek atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intre Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN
INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS
INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis
tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk in‘ormasi
yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan in‘ormasi
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi
sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
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Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan
Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya
sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan
keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis
atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja scjak diterima/dicatatnya pengajuan
keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID,
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi
Publik.
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LAMPIRAN IV :

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL : 30 Agustus 2022

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

: 2-144 /KMA /SK/VIII /2022

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
Logo
Pengadilan
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]
Jenis Alasan '1]‘3&:1111?;
Permoh Status Informasi Bentuk Informasi Penolak Hari/Tgl T
No. Tujuan -onan -an :
Pen- Ala- o Peng- 1 =
No. | gaftara | T8 | Nama | ¢ SLYang | oynaan ) Belat Naskah Rasiods Pemberi- | Pemberia
. * Diminta A . , Didokum \ Elektroni
n Informasi B K Di Bawah Penguasaan . Cetak k tahuap n
. (Hardcopy) (Softcopy) Tertulis Informasi

Ya

Tidak

Instansi




KETERANGAN:
No.
No. Pendaftaran
Tgl
Nama
Alamat

Nomor Kontak
Pekerjaan

Informasi yang diminta
Twjuan Penggunaan
Informasi

Jenis Permohonan

Status Informasi

Bentuk Informasi
Keputusan PPID

Alasan Penolakan
Hari/Tgl

. diisi dengan memberi tanda () bila tidak di bawah penguasaan,
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. diisi dengan nomor urut.

. diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi.

. diisi dengan tanggal permohonan diterima.

. diisi dengan nama pemohon.

. diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman

informasi yang diminta.

. diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon

Informasi).

. diisi dengan Pekerjaan Pemohon Informasi.
. diisi dengan detail informasi yang diminta.
. diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informast

. diisi dengan memberi tanda (V) di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di

bagian bawah kolom K untuk prosedur Khusus.
tuliskan

Pengadilan/Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kolom ‘Instansi’ (bila
diketahui), sesuai dengan isian formulir pemberitahuan tertulis.

. diisi dengan memberi tanda (V) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang

tersedia.

. diisi sesuai dengan isi keputusan PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan

informasi.

. diisi dengan alasan penolakan permohonan informasi oleh PPID.
. diisi dengan:

a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis
b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada pemohon informasi publik
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Biaya . dusi dengan jumlah biaya penyalinan informasi yang dibayar Pemohon Informasi.
Tanda Bukti Menerima : diisi tanda tangan Pemohon Informasi setelah yang bersangkutan menerima naskah cetak
atau elektronik informasi yang dimintanya.
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LAMPIRAN V :  KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Loga

Pengadilan

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN |
INFORMASI
(Rangkap 2|

No. Pendaftaran:#

Nama
Alatmat

No. Telp./Email
Rincian informasi yang
dibutuhkan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAM

Pengecuslian informasi - |:| Pagal 17 hupaf .. __LII KIP. =
didasarkan pada alasan

Bahwa berdasarkan dasar hukum di stas, membuka Informasi tersebut dapat
menimbulian Fonseluensi sebagat herikut:

Dengan demildan menyatakan balwya.

PERMOHONAN INFORMAS] DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keheratan atas penclakan ini maka Pemohon Informasi

dapat  mengajukan  keberatan  kepada  stgssn PPID.  yaity .
=+ selambat:lambatnya 30 (tiga puluh) hari kegia |

sejak menersma Surat Keputusan ind. i

iTempat]. (tangeal. bulan. dan tabun]< >
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

{ )

Nama, Jahatan & Tandatangan
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Keterangan:

*

%k

dekk

*kk¥

*kk*k

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huraf a - 1
UU KIP

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan
informasi vang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-
undangnya).

Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai cengan
Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan

Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
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Vo Leendber ek

If"""“"'""""‘"'
i

i

L

Loga

Pengadian. | [alamat, nomor telapon. faksimili, email]

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI

(Rangkap 2|

Nama
Alamat

No. Telp./Email
Rincian informasi vang
dibutuhkan

{ J

Nama, .Jabatan & Tandatangan
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Keterangan:

*

*%

*hk*k

*hkkhkk

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurafa -1
Uy KIP

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai
dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal
pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan
informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-
undangnya).

Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai cengan
Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan

Disi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

é Lornhior werisk i
Logo - ; b epmedidan |
.. [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] e ?

Pengadilan. | .. [alamat. nomor telapon, faksimili, emadl]

FEMEBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:
Tanggal ‘
Na. Pendalfisran

Kami menyvampailian kepada Saudars/i:
Nama .
Alsmmar
wo. TelpEmail

A. Informasi Dapat Diberilkan:
No. Hal-Hal Terkait Eeterangan
Permohonan Informasi
1. | Penguasaan Informaszi| [ ] Tersedia
Publik* [] Tidak tersedia, dapat

diperoleh pada:

2. | Bentuk informasi  yang|[ | Soficopy/elektronik
tersedia® [] Hardcopy
3. | Biaya vang dibutuhlkan®* [ ] Penyalinan Rp
[] Pengiriman Fp.
Jumlah Rp.
4. | Waltu peavediasn Hari

5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi vang dimochon™*
tambahkan kertas bila perlu]




-

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena *

Informasi yang dinunta tdak ada di Pengadilan ini Informasi
vang diminta dapat diperoleh di
lfulis fjika mengetafionyal

I:I Informasi vang diminta belum dideloumentasiltan.

Informasi yang diminta belum =elesai didokumentasikan.
Penyediaan informasi yang belum selesal didokumentasikan
dilalrukan dalam janpls walktu harptsas

(Tempat). (tanggal, bulan, dan tahun|

Keterangan
*  Pilih salah satu dengan memberi tanda ().

**  Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus
kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

#** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghitamannya.

B

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang
diminta.




K W

R——
Lago . . : -
P | . Nama Pengadilan/Satuan Kerja] oo
Pengadilan. | [alamat. nomer telapon, falsimili, email]
PEMEERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan informasi:
Tangeal :
No. Pendaftaran
Kanu menyampaikan kepada Saudara/i:
Nama :
Alamar
No. Telp/Email
Pemberitahuan sebagai berilut:
C. Informasi Dapat Dibsrikan:
No. Hal-Hal Terkait Keterangan
Permohonan Informasi
1. | Penguasaan Informasi| [ ] Tersedia
Publik* Tidale tersedia, dapar
diperoleh pada:
2. | Bentuk informasi yang|[] Seftcopy/elektronik
tersedia® [[] Hardeopy
3. | Biaya yang dibutuhlan** [] Penyahnan Ep.
[] Pengiriman Rp.
Juralah Ep.
4. | Waltu penyediasn Hari
5. | Penjelasan penghitaman/ pengaburan Informasi yang dimchon®**
tambahkan kertas bila perlu]




R

D. Informas: Tadak Dapat Diberiken karena ®
I:I Informasi yang diminta tidak ada di Pengadilan imi. Informasi
vang diminta dapat diperoleh di
[fulis tha mengetohuinyal
|:] Informasi yang diminta belum didelumentasikan.

D Informasi vang dminta belum selesal  didokumentasikan.
Penyediaan informasi vang belum selesai didokumentasikan
dilalukan dalam janplka waktu _ harps =

iTempat]. [tangzal, bulan, dan tahun]

Nama, Jabatan & Tandatangan

Keterangan
* Pilih salah satu dengan memberi tanda ().

¥  Biaya peryalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus
kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
##*  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghitamannya.
dkkot

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi
yang diminta.

DIN
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Bukti Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

Logo

- ) . Lermber uapick E
--- [Nama Pengadilan/Satuan Kerja) P fresadin
Pengadilap. | ... [alamat. nomor telepon, fakeinli, emady:et

itempat}. itangeal, bulan tahun)

[Petnzas Informasi)

Logo Lernber uapk E

--- [Nama Pengadilan/Satuan Kerjal | oewmanae,
Pengadilap. | ... [alamat. nomor telepon. faksimili, emaic--—-m?

Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi

Telah ditgrima dart —

Uang sepamial




J7E.

Untuk biaya penyalinan informasi :
(tempat), (tanggal, bulan tahun)

(Petugas Informasi)

AMAH AGUNG

NDONEEELA,

IFUDDIN
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LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

5 = 4 . . § Lenmior LR 1R
g .. [Nama Penpadilan/Satuan Kerjal | Somusa
| : L, b = S
Pengadilan | - [Blamat. nomor telapon. faksimili, email]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A, INFORMASI PENGAJUAN HEEERATAN

Nomor Registrasi Heberatan
|ditst oleh petugas]

Nomor Pendaftaran
Permohonan

Informasi

Tujuan Penggunaan
Informasi

Identitas Pemohon

Nama

Alamar

Pekerjaan

Nomaor telepon

Identitas Kuasa Pemohon®
Natna

Alamart

Nomor telepon

B. ALASAN KEBERATAN*

Permohonan informasi ditolal.

Informasi berkala tidak disedialian.

Permintaan informasi tidak ditanggap:.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimans
vang diminta.

Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidal wajar.

Informasi yang disampaikan melebihi janglka waktu vang
dizentulcarn

=1 -8

m o




PR

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperlukan|

D. HARI/ TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN [diist
oleh petugas):

Damikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya
weapkan tenms kasih.
empatl . [tangeal]. [bulan]. [tabun]™
Petugas Informasi, Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan)| Pamohon Informasi
{ i [ i
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

Keterangan
% Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan
melampirkan Surat Kuasa.

Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai
dengan alasan keberatan yang diqjukan.

Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

*%

Wbk



TR

) . . Loy W un
Logo .. [Mama Pengadilan/Satan Kerjal St

FEODRgian: | T RIS RSN SR T

PERNYATAAN EEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan
[ diist oleh petugas)

Nomor Pendaftaran
Permohonan

Informasi

Tujuan Penggunaan
Informasi

Identitas Pemohon

Nama

Alamar

Pelerjaan

Nomor telepon

Identitas Kuasa Pemohon#
Nama

Alamat

Nomor telepon

F. ALASAN KEBERATANY*

Permohonan informasi ditolal:.

Informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan mfcrmasi tdak ditanggap:.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
vang diminta.

Permintaan informast tidak dipenubi.

Biaya vang dileenakan tidak wajar.

Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu vang
ditentulcan

ppow

=

i
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H. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN [diisi
olef petugas):
[tangzall, [bulan], [tabun] -

Demikian keheratan ini saya sampaikan. atas perhatian dan 1anggapannya saya
ueaplkan tarima kasib.

temmpatl . [tangeal], [bulan]. [tahun]**

Petugas Informasi,

Pengaju Keberatan,
{Penerima Keberatan]

Pemohon Informasi

{ i {

{ |
Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Keterangan
& Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan
melampirkan Surat Kuasa.

Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai
dengan alasan keberatan yang diajukan.

Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

* A

By

DIN
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LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
T—— ... |Nama Pengadilan/Satuan Kerja|
9 ' ... |[alamat, nomor telepon, faksimili, email|
BUKU REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]
Hari/Tanggal | Nama Femmsign
A No. Pen- Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Keberatan | Keputusan | Pemberian dan Keputusan ngad:
Nama | Alamat Pekerjaan ; vang Pengpunaan [Pasal 35 ayat (1) UU KIPF) Atasan Tanggapan | Jabatan Hasil B i
Kontak daftaran S ; - Gugatan
diminta Informasi PPRID atas Atasan Mediasi Sengketa
Keberatan FFID Rl

a*| b* e [d* e | 1]




KETERANGAN:
Nomor
Tgl
Nama
Alamat
Nomor Kontak

Pekerjaan
No. Pendaftaran

Informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan
(Pasal 35 ayat (1) UU KIP)

Keputusan Atasan PPID
Hari/Tanggal Pemberian
Tanggapan atas Keberatan

il

diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan.

diisi dengan tanggal pengajuan keberatan.

diisi dengan nama Pemohon Informasi.

diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.

diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/email Pemohon
Informasi.

diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi.

diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena
alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom ini tidak perlu diisi
diisi dengan detail informasi yang diminta.

diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta
diisi dengan memberikan tanda () sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan
keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP:

a. Penolakan atas permintaan informast berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

Tidak disediakannya informasi berkala.

Tidak ditanggapinya permintaan informast.

Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.

Tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Pengenaan biaya yang tidak wajar.

Penyampaian mformasz yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.
dusz dengan tanggal dan isi keputusan yuny diumbil oleh Atasan PPID.

diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Q@™o e
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Nama dan Jabatan Atasan PPID : diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada
pengadilan atau satuan kerja.

Keputusan Hasil Mediasi . diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa informast apabila
Pemohon menolak keputusan Atasan PPID.

Putusan Pengadilan Atas . diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informast.

Gugatan Sengketa Informasi
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LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

- ——
Lembor YRR, i

Laga ... [Mama Pengadilan/Satuan Kerjal | enetn |
Eengadilan --- [lamat. nomor telapon, faksimili. email] e

Nomee ~ *
Tang bertanda tangan di bawah ot
Nama -
Jabatan - g
Atagan PPID di i

Setelah. membaca dan mempertimbangkan pernvataan keheratan selengkapuya
Nama e
Pekerjgan.
Alamat 2
No. Eegistrasi -
Keberatan
keheratan

Dan membaca hasil u_]i konsekuensi yang dilakukan cleh 0 #ew#

Sonsekuensi terhadap permahonan nformasy.

Memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut:

SRR HE

Dan untuk fu memerintahkan kepada, = selakon PPID unnule
_ st selambatlambatoaya _ bad
ketia sejak diterbitkannys tanzgapan ini.

[tampat;. {tangeal, bulan, tabun)

Selalu
Atagan PFID
Trd
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Keterangan:

*

**

*k¥k

vk

*kkkdk

*kkhhk

Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.

Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja
tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN
Surabaya.

Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN
Surabaya.

Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon.

Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas kekeratan yang
disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan keleb’han
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Penohon
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informasi),
dst.
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1 Lerrbod YRR
§ Frpseptuga,

Lage ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerjal
Pengadiian | - [Blamat. nomer telepon, faksimi

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN
Nomor

JJJJJJJ

Namsa
Jabatan - ~ selnkn
Atazan FPID di whes

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Setelah membaca dan mempertimbangkan pernyataan keheratan selengkapnya
vang digjukan oleh:

Natna 8
Bekerjaan
Alstnat

JJJJJJ

Alasan
keheratan

Dan membaca hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh s

HERHE

Dan unruk it memerintahkan kepada, = gelakon PPID untule
* faiss zelambat-lambatnya.  hari
keria sejak diterbithannya tangeapan. ini,

[tempat), {tangeal. bulan, tabun|
N

Nama, Jahatan & Tanda Tangan.
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Keterangan:

*

k%

Fhk

*kk*

hedekdkk

kEkkhkk

Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.

Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja
tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN
Surabaya.

Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN
Surabaya.

Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon.

Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas keberatar: yang
disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi vang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Pemohor:
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informszsi),
dst.




Logo

Pengadilan

Pada hari ini, ..... .

---------------
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LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENS]I

NOMOR... TAHUN ..

- bulan........... tahun............ bertempat di. telah dilakukan Pengujian

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

+
Informasi Drasar Hukum Konsekuensi/FPertimbangan Bagi Publik jangka Waktu
(berisi informasi Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang Informasi Dibuka Ditutup

dikecualikan)
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD

1

2

3.Dst

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
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LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Pengadilan)

NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka

dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik.

. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan

bersifat ketat dan terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak setiap

Pemohon Informasi Publik badan publik
wajib membuat pertimbangan tertulis atas

setiap kebijakan yang diambil.

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



MENGINGAT
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

B

KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.

Informasi sebagaimana disebutkan pada
lampiram ... ini merupakan Informasi yang

Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor-....
Talmar. s yang tercantum dalam lampiran
............. merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Penetapan ini.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

é\,\MAHKAMAH AGUNG
HCTNRONESIA,

UH’gM MAD SYARIE¥DDIN

-.._‘ —



Logo

Pengadilan

Q9 _

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSIATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASIYANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini,

tanggal.......... bulan

NOMOR.........TAHUN

............. tahun............ bertempat di. .....ccccccevvvvveenatelah dilakukan Pengubahan

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
yang Pengecualian {berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) {disebutkan jangka
Dikecualikan waktunya)
Semula Pengubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan
Pengubahan

Dibuka Ditutup Ditutup
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Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan

oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD

1
2
3.Dst

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

MUH/

= e ~
=
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LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Pengadilan)
NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ..cccv TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Penggunan Informasi Publik.
bahwa Informasi Publik yang Dikecualikar. bersifat
ketat dan terbatas.

bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan

berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Iaformasi

dan Dokumentasi Nomor... Tahun............ , dasar
hukumatas dike-cualikannya informasi tertentu
perludilakukan pengubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangzan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan

huruf ¢ maka perlu ditetapkanPenetapan
Pengubahan Klasifikasi Informasiyang
Dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3



MEMPERHATIKAN :

1.
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Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan,

Penetapan PPID Nomor... Tahun... tentang
Pengeculian Informasi.........

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor... Tahun...

. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor...

Tahun ...



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR ...
TAHUN.. TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiranini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan
Klasifikasi formasi yang Dikecualikan Nomor... Tahun
yang tercantum dalam Lampiran .. merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan

i /)
\WMUHAMMAD SYARIBYDDIN

N,
e
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LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]

o ... |alamat, nomor telepon, faksimili, email]

Pengadilan

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun]

A. RINGKASAN LAPORAN

|diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan]

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Barana dan Prasarana

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperhukan)|



2. Sumber Daya Manusia
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[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan)|

3. Anggaran

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan|

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi

Jumlah

Permochonan
w

Waktu Rata-
Rata

Pelayanan**

Jumlah Permohonan
yang Dikabulkan

Sepenuhnya

Sebagian

Jumlah
Permohonan

yang Ditolak

Alasan Permohonan yvang Ditolak***

Rahasia

Belum
Dikuasai/Selesai

Lainnya

Perkara & Putusan

Kepegawaian

Pengawasan
Pendisiplinan

&

Anggaran & Aset

Lainnya

_Total****
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R Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

**  Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi
yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau
pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

***  Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta terkasuk kategori informasi rahasia, atau
informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau

alasan lain.
***#*  Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi Jumlah Tanggapan Atasan PPID | Penyelesaian Hasil Mediasi di Status Putusan Komisi Informasi*****
Permohonan atas Penolakan** Sengketa ke Komisi
Keberatan* Komisi Informasi*#**
Menerima | Menolak Informasi*** | Berhasil Gagal Menguatkan Menguatkan
Pengadilan Pemohon
Informasi
Perkara & Putusan
Kepegawaian
Pengawasan &
Pendisiplinan
Anggaran & Aset
Lainnya
_-rotalk***ﬁ

% Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

**  Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

***  Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan pengelesaian sengketa ke
Komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon
Informasi.

¥xxxekJumlah total dari masing-masing kolom.



-100-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan|

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

|diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan|
Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal ... 2022

DDIN
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LAMPIRAN XVI: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo

Pengadilan

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dewan
Atasan PPID

Pertimbangan

PPID

| PPID Pelaksana

Petugas Layanan T
Informasi

AY
UH@&AD SYARIFUDDIN

!
g



-102-

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2-144 /KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL 30 Agustus 2022

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Logo

Pengadilan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
............ (Diisi Nama Pengadilan)

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nafna, Jabatan & Tandatangan

_\:\l ‘ ‘ .. 3 . 7’ '4"({,.
N\ MUHAKIMAD SYAREUDDIN

=



